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 Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang 

melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan 

keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan 

esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya 

pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik 

untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang 

berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu 

tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi 

terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, 

penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, 

penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah 

dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi 

dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan 

lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, 

transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi 

investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara 

pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi. 

 

 

PENDAHULUAN 
Korupsi, sebagai tantangan global yang melampaui batas negara dan berbagai sektor pembangunan, bukan hanya 

sekadar ancaman terhadap stabilitas ekonomi, melainkan juga menjadi penghambat serius dalam pencapaian 

pembangunan berkelanjutan. Secara Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruption”, ”corruption” (Inggris) dan 

“corruptive” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan 

keuangan (Alfarizzy et al., 2021). Marpaung dalam Hasan (2018) menafsirkan korupsi dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Menurutnya, korupsi 

merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pelanggaran hukum korupsi. Korupsi dapat merajalela di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan sektor 

swasta. Bentuk-bentuk umum korupsi melibatkan praktik suap, di mana uang, barang, atau layanan diberikan atau 

diterima untuk mempengaruhi tindakan orang berwenang (Sunday, 2017). Penggelapan terjadi ketika individu yang 

bertanggung jawab atas dana atau aset organisasi menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga dapat  dapat 

merugikan organisasi dan merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga atau Perusahaan yang sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP (Farid & Hasan, 2022). Kickbacks muncul dalam proses 

pengadaan, di mana komisi ilegal diterima sebagai imbalan pengarahan bisnis atau kontrak kepada pihak ketiga (Owusu 

et al., 2022). Praktik nepotisme dan kolusi merugikan keadilan dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. 

Penyalahgunaan kekuasaan melibatkan penggunaan posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok (Gerber & Jackson, 

2017). Pungutan liar terjadi melalui ancaman atau kekerasan untuk memaksa pembayaran (Kumendong, 2017). 

Penghindaran pajak merugikan negara dan pembangunan ekonomi (Alfaruqi, 2019). Korupsi dalam sistem hukum dan 

proses regulasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan keseimbangan kebijakan. Korupsi dalam 

penegakan hukum melibatkan aparat yang menerima suap untuk mengabaikan pelanggaran atau mengejar kepentingan 

pribadi, merugikan keadilan dan keamanan (Brooks, 2019). 

Dalam upaya untuk menyelidiki dinamika kompleks antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Tomislav, 2018). Konsep ini 

mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal sebagai tiga pilar pembangunan 

berkelanjutan. Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan menekankan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dengan 
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distribusi manfaat yang adil. Aspek sosialnya mencakup peningkatan kesejahteraan, akses yang adil terhadap pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur, serta promosi kesetaraan gender. Pada aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan 

menyoroti perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan alam. Pembangunan berkelanjutan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, melestarikan lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, mencapai kesetaraan sosial, mendorong inovasi dan pembangunan teknologi, serta meminimalkan 

ketidakpastian. Di sisi lain,  korupsi, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap integritas, 

membawa potensi yang mengkhawatirkan dalam merintangi pertumbuhan ekonomi (Herbert, 2019). Kasus-kasus tertentu 

menunjukkan bahwa dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan 

masyarakat dapat disalahgunakan, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh 

karena itu, pemahaman mendalam mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan 

mendesak. 

Tidak hanya mengancam aspek ekonomi, Yusuf et al. (2023), menyatakan bahwa korupsi juga menciptakan 

dampak serius pada aspek sosial masyarakat. Penelitian ini akan memfokuskan perhatiannya pada dampak korupsi 

terhadap aksesibilitas layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya. Korupsi, dengan 

menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, tidak hanya membatasi peluang bagi masyarakat yang rentan akan 

kemiskinan (Menton et al., 2020), tetapi juga merugikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang mendasari pembangunan 

berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, evaluasi dampak korupsi terhadap lingkungan menjadi 

sorotan utama penelitian ini. Penyalahgunaan kebijakan, perizinan, dan pengelolaan sumber daya alam dapat 

membahayakan ekosistem dan mengancam ketahanan lingkungan (Levidow, 2020). Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang keterkaitan antara korupsi dan degradasi lingkungan menjadi kunci untuk merancang strategi 

pembangunan yang tidak hanya efektif secara ekonomi dan sosial, tetapi juga berkelanjutan dari sudut pandang 

lingkungan. Melalui analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang 

holistik mengenai kompleksitas isu korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pemahaman mendalam kita tentang 

urgensi memerangi korupsi sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. 

 

 

METODE 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur. Pendekatan tinjauan literatur 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan beragam sumber informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional 

dan internasional, buku, situs web, outlet berita, dan laporan kelembagaan. Sumber-sumber ini memberikan kerangka 

kerja yang kuat untuk memahami konteks penerapan korupsi dan pembangunan berkelanjutan, serta menganalisis evaluasi 

yang dilakukan dalam segi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan korupsi dan pembangunan 

berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang potensi 

pendapatan dari korupsi dan pembangunan berkelanjutan dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam 

penerapannya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, dengan tiga aspek utama 

yang dapat diidentifikasi.  

1. Korupsi yang menyalahkan alokasi dana publik 

Korupsi dapat menyebabkan penyimpangan alokasi dana publik, di mana anggaran yang seharusnya digunakan 

untuk proyek-proyek pembangunan atau pelayanan publik malah terarah pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu 

(Heydari et al., 2020). Hal ini mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara umum. Misalnya, beberapa modus korupsi di sektor desa meliputi penggelembungan 

dana (markup), anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, dan tidak sesuai volume. Pengawasan keuangan negara 

sangat penting untuk mencegah penyimpangan dana publik. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah 

Pusat ke seluruh desa rentan terhadap tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan penyimpangan/korupsi dalam 

pengelolaan APBN/APBD meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas sistem pengendalian dan penerapannya (Fauzi, 

2021). Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dapat merugikan sistem perekonomian, demokrasi, 

politik, hukum, dan pemerintahan Salah satu contoh kasus adalah terkait dengan pengalokasian anggaran kegiatan 

Penginputan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten 

Landak yang merugikan anggaran APBD sebesar 1,1 Milyar Rupiah. Terdakwa memerintahkan setiap desa untuk 

mengalokasikan anggaran tersebut, meskipun penetapan besaran tambahan ADD belum ditetapkan.  

Hal ini merupakan salah satu contoh penyimpangan alokasi dana publik yang melanggar konstitusi. Selain itu, 

terdapat juga kasus penyimpangan dana desa yang merugikan keuangan negara. Maraknya praktek korupsi yang menjerat 

kepala desa dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan dana desa . 

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dapat merugikan sistem perekonomian, demokrasi, politik, 
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hukum, dan pemerintahan. Pelanggaran konstitusi terkait dengan kasus-kasus tersebut dapat meliputi Pasal 2 Ayat (1) 

dari Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dan ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP 

2. Korupsi  menyebabkan penurunan investasi  

Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada investasi baik dari dalam maupun luar 

negeri. Namun, ketika korupsi merajalela, investor cenderung tidak berminat untuk menanamkan modalnya karena 

adanya ketidakpastian hukum, risiko bisnis yang tinggi, dan kemungkinan adanya pungutan liar yang merugikan. 

Akibatnya, penurunan investasi dapat menghambat perkembangan sektor-sektor ekonomi yang seharusnya menjadi 

tulang punggung pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Belgibayeva & Plekhonov (2019), korupsi mampu 

menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan 

tingkat korupsi rendah. Salah satu dampak buruk korupsi terhadap perekonomian adalah lambatnya pertumbuhan 

ekonomi akibat rendahnya tingkat investasi.  

Hal ini terjadi akibat investor tidak minat masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi juga dapat 

menurunkan kualitas sarana dan prasarana, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dugaan pelanggaran dalam 

pengelolaan keuangan dan dana investasi juga dapat melemahkan kinerja ekonomi, seperti yang terungkap dalam kasus 

BPJS Ketenagakerjaan di mana sebagian besar saham yang dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki dasar yang baik 

atau termasuk dalam kategori LQ45. Meskipun dari 25 saham, sembilan di antaranya baru-baru ini keluar dari LQ45 

karena harganya turun. Tetapi meskipun harganya turun, tidak ada kerugian karena BPJS Ketenagakerjaan tidak 

melakukan 'cut loss' atau menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli (BBC, 2021). Data KPK menunjukkan 

bahwa setidaknya 64% perkara korupsi dilakukan dengan modus penyuapan, yang mengganggu iklim berusaha dan 

menjadi penghambat utama investasi di Indonesia (Prasetyo, 2019). 

3. Korupsi merugikan sektor bisnis  

Praktik korupsi dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di pasar, di mana keputusan bisnis tidak didasarkan 

pada kualitas atau efisiensi, melainkan pada hubungan politik atau suap. Hal ini dapat menghambat inovasi dan 

pengembangan, menghancurkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif untuk 

pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, sektor bisnis yang bersih dan berintegritas seringkali menjadi korban dari 

persaingan yang tidak sehat akibat korupsi, mengakibatkan ketidaksetaraan dalam peluang usaha. Beberapa kasus korupsi 

yang merugikan sektor bisnis di Indonesia meliputi: 

a. Surya Darmadi, pemimpin produsen minyak goreng merek Palma, diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan 

pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai IDR 78 triliun. Pada awal tahun ini, Kantor 

Jaksa Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dalam kasus korupsi (Sandria, 2022). 

b. Dalam kasus TPPI, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

kepada tiga perusahaan, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Kerugian yang 

diduga dihitung dari produksi produk pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian hutan akibat 

produksi dan aktivitas pertambangan (Gabrillin, 2019). 

c. Kasus Bank Century melibatkan pemberian fasilitas bank yang tidak disetujui oleh Bank Century, yang kemudian 

diinstruksikan oleh mantan Direktur Pengawasan Bank 1 BI, Zainal Abidin. Surat permintaan repo aset kemudian 

diikuti oleh BI untuk diproses lebih lanjut oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono pada 30 Oktober 2008 

(Republika, 2014). 

d. Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya diklaim sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia, dengan nilai 

dana koperasi yang diduga diperas mencapai Rp 106 triliun. Fadil Zumhana, Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak 

Pidana Umum (JAM-Pidum), menyatakan kasus Indosurya sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia (CNBC 

Indonesia, 2022). 

Secara keseluruhan, dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi sangat merugikan, menghambat potensi 

pertumbuhan, mengurangi investasi, dan merusak keberlanjutan sektor bisnis. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi 

menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan berdaya saing.  

Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial  

Korupsi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial. Beberapa dampak utama dapat dijelaskan 

sebagai berikut 

1. Ketidaksetaraan 

Korupsi dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan hanya 

dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok yang terlibat dalam korupsi, masyarakat secara keseluruhan menderita 

(Smith, 2017). Ketidaksetaraan ini dapat mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang 

ekonomi. Contoh kasus konkret korupsi yang memberikan dampak ketidaksetaraan dalam aspek sosial di Indonesia salah 

satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai 

tersangka dugaan suap Dana Bantuan Sosial (Bansos) di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (Ni'am & Meilana, 

2022). Berdasarkan kasus ini, terdapat ketidak setaraan yang teridentifikasi sebagai berikut. 
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a. Korupsi dalam Distribusi Bantuan: Pejabat atau pihak terkait yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan 

kesempatan ini untuk menyewakan data fiktif atau merusak sistem distribusi bantuan. Mereka bisa saja mengalihkan 

sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadi. 

b. Dampak pada Ketidaksetaraan Sosial: Dampaknya sangat terasa dalam aspek ketidaksetaraan sosial. Masyarakat yang 

seharusnya menjadi penerima manfaat dari program bansos tidak mendapatkan bantuan dengan seharusnya. 

Sebaliknya, pihak-pihak tertentu atau daerah tertentu yang terlibat dalam korupsi bisa mendapatkan bantuan secara 

berlebihan. 

Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mengatasi 

masalah ini dan memastikan distribusi yang adil dan merata dari sumber daya sosial. 

2. Penyimpangan Program Sosial 

Korupsi juga dapat menyebabkan penyimpangan dana dari program-program sosial yang seharusnya memberikan 

manfaat kepada masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat, seperti program 

kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, bisa disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sebagai 

contoh, korupsi dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atau program 

kesejahteraan lainnya dapat menyebabkan ketidaksetaraan distribusi bantuan (Haliim & Purba, 2023). Dampaknya bisa 

berupa ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dan bantuan, di mana mereka yang seharusnya mendapatkan manfaat 

justru tidak mendapatkannya karena dana atau barang yang seharusnya untuk mereka malah disalahgunakan atau 

diarahkan kepada pihak yang tidak berhak. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat malah 

terhambat, dan program-program sosial tidak berjalan dengan efektif. 

3. Perburukan Kualitas Pelayanan Publik 

Korupsi dapat merusak kualitas pelayanan publik karena penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana. 

Proses pengambilan keputusan yang didasari pada suap atau nepotisme dapat mengakibatkan penempatan orang yang 

tidak kompeten dalam posisi penting, merugikan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga public (Fetahu, 2017). Ini 

dapat mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor-sektor penting lainnya yang berperan dalam 

pembangunan sosial. 

Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Lingkungan 

Korupsi dapat memiliki dampak serius terhadap pembangunan lingkungan, terutama dalam hal eksploitasi sumber 

daya alam dan kerusakan lingkungan. berikut ini dampak korupsi dalam pembangunan lingkungan: 

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam 

Korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti hutan, tambang, dan 

perikanan (White, 2017). Praktik korupsi dalam sektor ini dapat mengakibatkan pemberian izin eksploitasi yang tidak 

sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan dapat merugikan lingkungan.  

a. Deforestasi yang Tidak Terkendali: Korupsi dalam pemberian izin penebangan hutan bisa menyebabkan deforestasi 

yang tidak terkendali. Akibatnya, hilangnya habitat alami untuk berbagai spesies hewan dan tumbuhan serta 

meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Cochard, 2017).. 

b. Penambangan yang Merusak: Korupsi dalam pemberian izin pertambangan dapat menyebabkan eksploitasi sumber 

daya mineral tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Penambangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan 

kerusakan habitat, pencemaran air, dan gangguan ekosistem (Tiamgne et al., 2022). 

2. Kerusakan Lingkungan 

Korupsi juga dapat menyebabkan kerusakan langsung pada lingkungan, baik melalui praktek-praktek ilegal 

maupun pengabaian terhadap regulasi lingkungan.  

a. Pencemaran Air dan Udara: Korupsi dapat mengakibatkan pelepasan limbah industri atau domestik ke dalam air dan 

udara tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air dan udara yang merugikan 

kesehatan manusia dan lingkungan (Edokpayi et al., 2017). 

b. Pengelolaan Limbah yang Buruk: Praktik korupsi dalam pemberian kontrak pengelolaan limbah dapat menyebabkan 

pengelolaan limbah yang buruk. Limbah berbahaya dapat dibuang tanpa pengolahan yang memadai, mengakibatkan 

kerusakan ekosistem dan kesehatan Masyarakat (Nwokike, 2020). 

Dalam penjelasan di atas, praktik korupsi tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga masyarakat secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap korupsi menjadi kunci untuk mendukung 

pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. 

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi 

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Keuangan: Peningkatan kualitas sistem pengendalian keuangan dan 

implementasinya menjadi langkah krusial. Pengawasan keuangan negara, terutama terkait alokasi Dana Desa (ADD), 

harus diperketat guna mencegah terjadinya penyimpangan dana publik. 

2. Transparansi dan Partisipasi Publik: Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan proyek 

pembangunan adalah suatu keharusan. Informasi mengenai alokasi dana dan kemajuan proyek harus mudah diakses 

oleh publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi juga perlu ditingkatkan. 

3. Pendidikan dan Pelatihan: Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintahan dan masyarakat 

mengenai dampak negatif korupsi dan metode pencegahannya menjadi langkah penting. Kesadaran akan konsekuensi 

hukum dan etika yang kuat dapat menjadi benteng pertahanan terhadap tindakan korupsi. 
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4. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Peningkatan efektivitas sistem hukum dan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Proses peradilan harus transparan dan adil. Pastikan bahwa pelaku 

korupsi dikenai sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera yang kuat. 

5. Perlindungan Pengungkap Informasi (Whistleblower): Pembangunan mekanisme perlindungan bagi para pengungkap 

informasi (whistleblower) yang melaporkan tindak pidana korupsi. Langkah ini akan mendorong lebih banyak 

individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut (Okafor et al., 2020). 

6. Stimulasi Investasi dan Pengembangan Bisnis Bersih: Pembentukan lingkungan usaha yang bebas dari korupsi dengan 

memberikan insentif bagi investasi yang bermoral. Upaya pemberantasan korupsi dapat meningkatkan kepercayaan 

investor dan menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan. 

7. Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dana publik dapat 

menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif. Masyarakat yang aktif terlibat dapat membantu mendeteksi dan 

melaporkan tindakan korupsi. 

8. Integrasi Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem keuangan digital dapat membantu mengurangi risiko 

penyalahgunaan dana. Audit digital dan pemantauan secara real-time dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. 

9. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Mendorong partisipasi sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi. 

Kemitraan yang erat antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dapat membentuk front bersama melawan korupsi. 

10. Pemberdayaan Lembaga Anti-Korupsi: Mendukung dan memberdayakan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif. 

Dengan demikian, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Kerja sama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor bisnis sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil dan berkelanjutan. 

 

 

KESIMPULAN 
Korupsi dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Korupsi 

dapat menghambat alokasi sumber daya, merugikan masyarakat, dan merusak struktur ekonomi dan sosial, sehingga 

menjadi hambatan serius dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dampak korupsi sangat terasa pada pembangunan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan penyalahgunaan dana publik, penurunan investasi, dan kerugian bagi sektor 

bisnis. Namun, pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penurunan tingkat korupsi, 

melalui partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya. 
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